W TEPMEDIA TE— range Nuclear F orces
{INF} Agreemem sebagm hasil pende—
-katan Amerika Serikat-Uni Soviet (AS-
1JS) menvadarkan orang bahwa: dunia:me-
masuki-era -barn yaitu -Bra:Pasca:Perang
Dingin, . Balam prosesterbentuknya.era bam
tersebut.umat qnanusia: dihadapkan kepada
taniangan baru guna menata kembali ‘pan-
dangan dan persepsinya:dan-meninggalkan
s;kap konservatif dan ortodoks yang dibe-
lenggu oieh m}ax—miaa Iama Perubahan dan
pembaruan menjadl ;sunya P

Eangsa Indonesia pun:tidak lepas dan pe-
nwaruh tersebut,-karena 'dunia semakin kecil
dan‘saling ketergantungan antar bangsa se
makin besar sebagai akibat kemajuan pesat
di:bidang. elektronika dan informatika. -Di
pihak ain. persamgan antar. bangsa menjadl
semakin ketat. : 0 SR SRS

trial & error. Bangsa Indonesm juga akan
menmggaikan kondxsx yang chmp{a oieh sua—
sana revoiu31 (Eanpa menghancurkan c:r1~cm
posifif bangsa i3] tengah revoiusi) dan me-
ninggalkan kultur-sérta struktur sosial yang
diciptakan-oleh konsep nasakom atau komu-
nisime: ‘Kondisi ‘tersebut -di atas -penuh de-
ngan-ketegangan dan: ketldakpasuan (mse—
cuﬁty s confus:on) Y

Menatap abad XXE atau mulal tahuﬂ
1993 seuap &Spﬂ‘&Sl yanﬂ menghendakl pe—
rubahan dan pembaruan harus dxiakukan se-
cara berencana {p!anmaag) dan terkendah
{orderly process of change) “kalau tidak
ingin. kembai: ke sxtuasa penuh ketegangan,
membmgungkan dan penuh dengan ketlda}o
pastian, babkan yang pahng berbahaya ada»
lah terjadmya proses dismtegram N

Penerapan UUD 1945 ds Tengah-
ieﬁgah 'E’&mmmn Pembahan dan

Eangsa Indonema akan mengakhm £ra
psrmnsan {era pembangunan politik dan era
awai pemuaﬁgunan exonomi} yang, pepnh_

E’Eﬁﬂiﬁ'dﬁ et

_ Berbahaglaiah bangsa Indenesm bahwa
menghadapz sﬁuasz pembahaﬁ dan pemba—
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ruan tersebut, kita telah memiliki pegangan
dan dasar yang kuat yaitu Pancasila dan
UUD 1945,

Harus diskni betapa arif dan dalamnya
wawasan serta farsightedness para pendiri

Republik Indonesia.. :Mereka secara :dini -

telah menjaga kekenyalan UUD 1945, Pada

Bab IV Penjelasan UUD 1945 dinyatakan:

**Miemang sifat aturan yang tertulis itu me-
ngikat. Oleh karena itu, makin ’supel
(elastic) sifatnva aturan ita makin baik.
... Yang sangat penting dalam pemerintahan
dan dalam hidupnya negara ialah semangat,
semangat para penyelenggara negara, sema-
ngat para pemimpin pemerintahan. Sebalik-
nya meskipun UUD 1945 itu tidak sempur
na, akan tetapi jikalau semangat para penye-
lenggara pemerintah baik, UUD 1945 itu fi-
dak akan merintangi Ja]annya negara, Jadi
vang paling penting adalah semangat.”

Jelas penerapan UUD 1943 tidak boleh
kaku dan dogmatik. Di Bab VII tentang Ke-
kuasaan Kepala Negara tidak terbatas dinya-
takan: ’Meskipun Kepala Negara tidak ber
tanggungjawab kepada Dewan Perwakilan
Rakyat, ia bukan ’diktator,” artinya ke
kuasaan tidak tak terbatas. ... Kecuali itu, ia
hé.ius’ ' memperhatzkan sungguh~sungguh
suara Dewan Perwak:lan Rakyat ” Tentang
keduduk&n Dewan Perwakllan Rakyai di-
nyata!{an ”Kedudukan Dewan Perwakiian
Rakyat adalah }cuat Kecuah itn anggota~
anggota DPR semuanya merangkap men-
Jadi anggota MPR Oleh karena itu DPR
dapar senantiasa rmengawasi tindakan- tin-
dakan Presiden. ...’

~ Jiwa penjelasan tersebut adalah: perfa-
#na, mencegah proses akumulasi kekuasaan

ANALISIS CSIS, 16901

demokrasi tertinggi MPR, di mana Presiden
ialah Penvelenggara Pemerintah Nége;;a
vang tertinggi i bawah MPR. Memang
DPR tidak dapat menjatuhkan seorang
Mandataris/Presiden. Ini adalah jaminan
stabilitas pemerintahan. Tapi pengawasan
terhadap seorang Presiden oleh DPR adalah -

"wa;ar sehmgga pada: akhir masa jabatan.

permmtaan pertanggung}awaban me}alu;
MPR harus dilakukan. :

- Selama 3 tahun melalui anggota DPR
{anggota MPR) telah dimonitor kesalahan-
kesalahan seorang mandataris. Kewajiban
anggota DPR/MPR adalah meneruskan ha-
sil pemantauannya kepada induk organisasi
masing-masing, sehinggs Sidang MPR. hasil
Pemilu vang baru, dapat melakukan fungsi
pengawasan secara lebih sempurna. Kalau ti-
dak demikian maka MPR hasil Pemilu tidak
mungkin menilai pertanggungjawaban, mag-
datans dengan sempurna.

Di pihak lain.harus dihindari kebutuhan
untuk‘memanggil Sidang Istimewa MPR &/
belum masa jabatan seorang mandataris se-
lesai. Hal tersebut perhu. Kalau tidak, stabi
litas pemerintahan -akan terganggu sepert
zaman politik liberal (tahun I950~an) hanya
polanya saja yang lain. - :

Berdasar ha]—hal tersebut di atas dltam-
bah pengalaman selama lebih dari 40 tahun
merdeka serta fenomena umum di negara-ne
gara berkembang, maka perlu ada ketentuan
Undang-undang Pelaksanaan Pasal 7. 1JUD
1945, agar masa jabatan seorang Presiden/
Mandataris dibatasi sampal sebanyak-ba-
nyaknya dua kali, sama halnya dengan Gu-
bernur dan Bupati/Kepala Daerah (2 X 5 ta-
hun maksimal). Kontinuitas usaha tidak bo-

di'tangdn Trefiden, Vang dapat menjnris ke
kekuasaan mutlak f abso!ute po wer} dan ke-
dug mempertegas bahwa anggota—anggota
EPR adalah merangkap anggota lembaga

fen dxgantungkan pada manusia, tapi pada
sistemn, sesuai UUD 1945, bahwa setiap man—
dataris harus meiaksanakan pemermtahan
berdasar GBHM, Selain it pegangan setiap
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mandataris adalah Rencana Sirategi Pemba-
- :ﬁgu__na Jangka'Panjfang'yang‘ ada: Perlu di-
- “catat; GBHN. dan Rencana Strategi Pemba:
- nguna tersebut harus dijaga kekenyalannya

L guna menghadapi perubahamperubahan ce-

) ..periuas) engan kewenangan tersebut: .

mengena1 Pasal 6 UUD 1945 ayat
enar-benar dlpertahankan, bahwa
_ ari .Wakxl Presxdea dlpzhh ‘oleh
MPR dengan suam yang terbanyak Budaya
musyawarah mufakat tidak tapat dlterapkan
di sini. Memzhh seorang pemimpin pada da:
sarnya ada!ah manifestasi kepercavaan.  Sa-
ma hainya ‘dengan pemilihan pengums per-
kumpulan harus dilakukan secara bebas dan
. rahasia. Kejujuran dan’ kebersihan dalam
kehldupan pohnk ‘harus ‘mulai dikembang-
kan, d: samping itu harus dihindari kese-
nangan bermampulasx Penegakan etika da-
fam berpehnk harus men}adl budaya pohuk
bangsa ;
Calon tzdak boleh hanya saty, karena ha—
rus d1hmdar1 pengamh kekuasaan dan pak-
saan’ kekuatan Kewenangan utama MPR
tersebut’ harus dihargau oleh setiap wargane—
gara dan semua kekuatan sosial politik.

_2__.hams

Mengena: ‘kedudukan seorang ‘Menteri
menurut Penjelasan” Pasal 17 UuUD 1945,
memang “tidak bertanggungjawab ‘kepada
DPR; ‘yang berarti’ ‘tidak dapat dijatuhkan
oleh DPR Di pihak lain’ tuguan kita adalah
membangun budaya dan etika’ politik yang
baik. Seorang Menteri tidak dapat selalu ber-
lindung di belakang wibawa seorang Presi-
den’ apab;!a ‘berbuat” kesalahan atau kega-

sgg,ﬂ .

Sistem" pemeérintahan’ menurut’ UUD 1945 A
bukanlah bertujuan untuk’ mendidik para.
pejabat menjadi easy going dan merasa kuat L
tidak tergovahkan, onschendbaar. atau.: :
touchable. Karenanya perlu dijadikan kon- - -

sensus: agar. menjadi: etika bahwa seorang . . -

Menteri yang gagal atan membuat kesalaha
besar‘dan prinsipiil mengajukan pengundur:
an diri atau di-recall - oleh induk - -organisas _
nya..Bila tzdak 1a akan. kehllangan w1bawa~
nya dan akan, menjadi faughing stock g__;l_;_ '
tengah..masyarakat. yang..pada gilirannya .
akan menurunkan wibawa Pemeriniah. Pe. -
ngunduran diri semacam ini juga merupakan
mata rantai kadervorming yang akan mem-
buka' kesempatan: bagi kader : politik -ain
agar mendapat pengaiaman dalam pemenn—
tahan - e X

Juga perlu dibentuk C‘Iearmg House un-
tuk calon menteri, umpamanya melalai Ko’
misi/Komite’ Khusus ch DPR atau dalam
bentuk iam AR o

Mengenal mstem dan prosedur penyusun—
an Kabmet hendaknya dzcxpta konvensx di
mana 4 faktor duadlkan dasar Perrama,
bahwa seluruh orsospol telah menerima Pan.
casila sebagai Asas Tunggal Kaztan mereka
dengan 1deolog1 pnmordiai telah tidak ada
lagi dan medlum persamgan adalah pro—
gram. . e YV ./ »
-Kedua, ‘bahwa demokrasi Pancasila tidak
mengenal adanya oposisi sehingga semua
parpol wajar disertakan dalam Kabinet, De-
ngan demikian mereka diajak ikut bertang-
gungjawab dan ”oposzs1 terselubung” dapat
dihindari. :

- Ketiga, GBHN merupakan konsensus
namonalymha ER in.pedoman kar.

salan vang prinsipiil. Prakiek semacam ini
selain akan mendorong proses ‘akumulasi ke-
Euasaan yang terpenting juga tidak mendi-
dik para Menteri mengerii tanggung jawab.

ja setiap kekuatan ‘sosial politik. Penyim-
pangan dari GBHN dapat “dianggap tidak
konstitusional. Oleh karénanya perumusan
GBHEN harus benar sempurna dan semua ke-
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kuatan:sosial politik mutlak harus berparti-
sipasi (vertikal & horisonial).. . -

2 ngeé'r:rzpat;'{ adalah komniitmen pada konti-
Huitds penibangiinan, Karena titik  beratnya
adalah keséjahteraan ‘bangsa atau ekonomi,
smakakehadiran timteknokrat di dalam sus
sunan Kabingt ‘merupakankebutuhan, bah-
kan_ ‘eharusan Yang ideal adalah hadirnya
teknokrat’ yang sudaii berpenigalaman dataim
bidang politik (anggota: orsospol,  anggsta
DPR 'dan lain-lain), sehinggaicitra dan pes-
sepsinya tidak semata-mata puwre teknokrat.
Seorang: teknokrat * politikus ‘akan “selaln
meémperhatikan dampak sosial ‘politik ‘dari
kebijakannya” dan -karenanya -dapat
menghindsri timbulnya’ kesenjangan sosial
yang' tidak sdiperhitungkan. Dengan ' demi-
kian yang dibangun akhirnva adalah manu-
sia.zebagal bagian dari masvarakatnya. Pro-
ses:atan sistemnya hendaknya melalui kon-
sultasi dan. hearing dengan sena orsospol
yang diwakili di dalam DPR tanpa menjurus
ke budaya koehandel zaman pohu}' liberal.
Aiangkah sempurnanya kaiau set:ap orsos—
gmperhatlkan tuhsan—tuhsan atau
buah pemlkiran (kcnsep} perorangan yang
dikemﬁka fl dalam medxa massa, seminar
atau foru' apa pun Pmsnﬂen terpihh dlban-
iu tim kec:i bzasanya mengadakan wawan—
cara aengan para calon menteri guna menge-
tahui kedalaman pikiran serta insichs mere-
ka:pada permasalahan strategik dan masalah
jangka pendek vang dihadapi bangsa.

Kepeﬁﬁmpmam E’&@Eekiaﬁ’

K zbinet vang akan datang harus merupéQ
kan tim yang homogen dan merupakan ke-
permimpinan vang kolektif, terutams dalam

- ANALISES CSI5,1990:1

rangan, tapiutamakan.dan biasakan bekerja
secara-kolektif-terutama - dalam- proses . pe-
ngambiian__ keput_usan yang penting-penting.

?argmi & @mm@

Suéah wakmnya parpol duadxkan partai.
massa yangimempunyai. organisasi -sampai
ke tingkat-desa. Dengan diterimanya Panca-
sila sebagai. asas tunggal, dan. hilangnva
kaitan parpel dari ideologi przmﬂrdaal serta
medmm p&rsamgan adaiah ‘Erogram Paria:,
dztambah pengalaman p&hlt peristiva | ber-
darah kup ‘gagal PKI iahun 1955, maka
txdak ada alasan untuk tld&k mengubah
stmkmr Ecepartaaan di Indonesm

Menjelanw era modernisasi dan akseieran
51 pembangunan, di'mana tuniutan transfor.
masi-sosio. kuliural .sangat. -dibutuhkan,
maka, pariisipasi. rakyat luas perlu digalak-
kan, 'dan tidak dapat hanya mengandaikan
birckrasi (Korprl), Golkar dengan organisasi
profesinya maupun ABRI. Parpol harus di-
jadikan perpanjangan tangan dalam kampa:
nye modernisasi, Parpol ikut bertanggung:
jawab c:ialam usaha modernisasi bangsa. Ha-
nya saja pxaktek dan citra demakra& harus
benar—benar menjadi fokus pendadlkan dl
semua kekaatan sosxal politik maupun, lem-
baga negara. .

- Kepekaan dan daya tanggap parpol ter—
hadap . masalab-masaiah. kerakyatan . atau
sosial akan meningkatkan muty DPR/MPR,
Apabila dipelajari periode setelah 1965, -di
mana parpol dijadikan partai kaégr tampak
kecenderungan kuat menonjolnya.keknatan
sosial:lain vang merupakan wadah flozsing
mass. seperil KMPI, AMPI, GMNI, PIL
HMI, LSM dan lain-lain terlepas ikatannya

masa . transisi darl Generasi *45. ke generasi
berikutnya, Cara kerja tim semacam ini ja-
ngan terlampau. mengandalkan dan meng-
gaptungkan .dirl -kepada kemampuan pero-

dari mana pun dan bsbas menganut “poli-
tik’’-nya sendiri. Timbul gejala, kekuatan
sosial tersebut cenderung berperan tidak be-
da dengan oreospol hanya saja mereka tidak
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: ng ada sekarang dan LSM dan

'réna'-

nyeb utama dari keadaan:tersebuf adalah

proses:’

nya. Di- :pihak lain periu diperhitungkan,
bahwa fungsi setiap LSM kini mengarah un-

tﬂkﬁi"tiijadikaﬁh ‘bagian (subfield) dari jlmua’
dan ‘sebagaiobyek siudi tentang ‘perilaku-

sosml (Soaal belzawor)

Berbwara mengenax

dl_seb_a_,zt _P_e_i_mdung, _Df:_wan _}?__embma, Dewan:
Penasihai dan sebagainya. Organisasi terse--
but :merupakan .penunjang. bagi.hidupnya
kembali-neo-feodalisme dalam orsospol. Se-.
lain itu.pemilihan pengurus harus dilakukan.
melalui -voting. . secara bebas.dan rahasia.

Persaingan sehat antar kader harus dikem-
bangkan., Praktek saling mendiskreditkan,
?ngrasani,”” sikut-sikutan’’ dan prakiek
negatif lainnya harus ditiadakan, karenz me-

langgarnorma.etik kehidupan. politik bangsa:

vang akan dibangun bersama. Demikian

_seorang pimpinan/atasan. ‘Membangun m
t3-masuk tanggung jawab; parpoi :
éiﬁc’;l maupun DPR tidak atau kit~
rang peka terhaciap masalah kerakyatan. Pe-

.’.bxrokrausasi” orsospol dankurang!
.muiusnya kehldupan -demokrasi di-dalam-:

peﬁye__ha_tan ~de-
mokra31 daiam orsospol,: di antaranya periu._

e

. Misi -pendidikan politik setiap: pengurus
partal umumnya :adalah memapankan:jiwa Eh
demokrasi-Pancasila: atau demokrasi kek
luargaan tanpa ‘menghilangkan .zakeli,
heid. Rasasaling m_e_mbiituhkan walau:
beda: pendapat,. kemampuan berdialog’
ngan menggunakan argunientasi sehat py
dlpupuk «dan h;iangnya 51fat~stfat 4P
atau: pemaksaan- pendapat,’ “lebih-lebih ole

fakat melaluii musyawarah :{consensus;:
Guilding) «dimulai sedint mungkin dalam ses
tiap-upaya untuk mencari alternatif pleran":' '
atau pemecahan amasalah,

Khusus mengenal‘Goikar sudah wak
nya untuk mengadakan transformasz stru'
tural dan menjadxkan d;rmya sebagal p L
blasa Pada hakekamya senap parpoi pun_--
mempunya; g(}longan karya atau prof :
Perlu puia dlpertanyakan apakah bukan' ya .
sudah waktunya untuk menxadakan kino/
ormas atau apapun namanya seperti SOXSI,
MKGR ‘dan’lain-lain agar benar-benar ter—'
laksana peiehuran penuh ' : :

Pahng iambat dalam 10 tahun yang akan‘
datang Korpri tidak boleh menjadi onder-.
bouw Golkar atau Parpol mana pun. Orga-.
nisasi Korpri-harus benar-benar non-politik,
vang dilarang berafiliasi dengan orsospol
manapun tanpa menghilangkan hak pilih
para anggotanya dalam Pemilu. Melalui
perubahan ini dlharapkan akan terjadi pe-
nyehat&n kehldupan pohtik terutama dalam__
praktek demokras;

~Kadervorming ~dalam -orsospol - hen:
daknya lebih ieratur dan mengsiut sistern
yang‘jelas.” Pada dasarnya proses vang dila:
lui pemimpin/ kader untik haik ke ieniang

pula ketergantungan pada kekuasaan atau
penggunaan. kekerasan harus dianggap pe-

Ianggamn ‘hukum .dan. campur tangan:

pemerintah.

lebih tinggi adalah melalui ?’ perebutan’ ke’
percayaan dari lingkungannva melalui dedl
monstrasi kemampuan prestasi dan integri
tas kepemimpinan vang tangguh. e
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#:Perubahan strukiur. dan budaya politik
“pembaruan’’ «dalam kepartaian harus ‘di-
mulai sedini mungkin > menjelang - Sidang
MPR yang akan-datang. Kongres orsospol
se&ﬁ_g;fanya diadakan segera setelah Sidang
MPR: dengan kurun waktu sama dengan
MPR: (5 tahun). Pemilu adalah tugas dari
?éﬁgﬁrus lama, karena tujuan ’’memenang-
kan’’ “Pémilu ‘dibutuhkan ‘waktu persiapan
lama. {4:tahun). Guna melakukan kontrol
dan+-penilaian ‘pertanggungjawaban yang
berarti:serta jujur dalam setiap Sidang MPR

terhadap seorang Mandataris/Presiden, pro-.

blemanya adalah, semua anggota MPR hasil
Pemilu yang akan melakukan fungsi terse-
but mungkm samasekah baru Dengan demi-
Kian kpara anggota MPR yang baru tidak
mengikuti atau tidak tahu secara pasti pres-
tasx serta kegagalan Mandatans selama masa
lima tahun yang lalu yang a}:an dimlaa per—
tanggungjawabannya ' /

I—Ial ini dapat dihindari apablla kepengu-
rusan_ or_sospol mapan dan dapat mengem-
bangkan wibawanya. . Pengurus . lamalah
yang mampu menilai apakah seorang Man-
dataris berhasil atau gagal sebagai dasar un-
tuk ‘menentukan apakah dia dapat dipilih
kembali ‘atau ‘tidak untuk masa jabatan ke-
dua yang merupakan masa Jabatan terakhir.

Ko_ns_ep Pemiiu

Akhlr-akhlr ini timbul pemleran untuk
mengubah sistem Pemilu dari sistem propor-
sional menjadi district stelsel, Reaksi teru-
tama datang dari orsospol bukan Golkar,
Larena harus diakui perkembangan politik
pasca tahun.1565 -atau selama Orde Bary,

Golkar menikmati mayoritas mutlak dalam.

‘ANALISIS CSIS, 199017

Pancasila sebagai asas tunggal, kehidupan:

konstitusional,- toleransi :dalam kehldupan'-

antar-agama, hilangnya sukuisme/ daerah;s-
me dan lain-lain, maka persaingan harus.

lebih bebas dan orsospol benar-benar dapat-

mencapai kemenangan ‘dalam Pemilu,’ bila:

prestasi {performance & achievemenis) pada’

periode sebelumnya diakui pemilih dan pro:
gramnya benar-benar menarik. Masa 5'sams
pai 10 tahun yang akan datang hendaknya’
dimanfaatkan oleh semua orsospol guna
konsolidasi ke dalam agar selambat-lambat-:
nyz pada Pemilu tahun 2003 sudah dapatdi-;
terapkan Pemilu berdasar district stelsel)
sehingga orang yang dipilih benar-benar:di-:
kenal dan dipercayai rakyat dan hilanglah:
sistern ‘daftar yang di ’drop” dari Pusat:
Dan setiap wakil yang dipilih harus bertang-:
gungjawab juga pada distrik pemilihnya,

Pengembangan Budaya dan. Eﬁka-
dalam Kehidupan Politik Bangsa - =

Setelah berpengalaman lebih dari 40
tahun Bangsa Indonesia mestinya sudah
mampn menentukan secara konsensus the:
donf’s and do’s atau aturan permainan bagi
kehidupan ‘politik bangsa. Adanya Panitia’
bersama yang terdiri dari wakil-wakil semua’
fraksi DPR guna‘mendiskusikan dan meng-
konsolidasikan semua pengalaman tersebut’
akan sangat bermanfaat. Hasil Panitia dapat’
dijadikan bahan pendidikan politik nasional
oleh semua kekuatan sosial politik maupun
semua lembaga kenegaraan. :

Po!mk yang - Mendukung ?embam

DPR/MPR., Perannya dalam kehidupan po-
litik setelah selesal- masa transisi dominan

sekali. Khususnya setelah. .pemantapan.

semua hasil positif Orde Baru selesai seperti

smnman Macinmal

- Politik :apapun yang dikembangkan
harus menjamin kontinuitas pembangiinan,
meningkatkan daya saing ekonomi dan poli-”



: Pohnk desentralisasi dalam manajemen
o 'pembangunan sangat penting pada waktu
_yang ~akan -datang. Desentralisasi manaje-
men akan menmptakan arus modal dan ma-

-'-nusm secara:. sentrifugal -dari:Jawa ke luar:
“Jawa: Mendekatkan modal dan .manusia ke:
e sumbér .déya alam- di daerah-daerah akan"
g mempercepat Droses :penciptaan: Indonesxai
B sebagal satu keutuhan ekonomi: Pola désen- -

' trahsasx adalah wahana. untuk: pemerataan.f?
Dengan po!zcy ini teriamin adanya Pemerin-

tah Pusat yang bersih dan berwibawa, kare-

na fung31 Pusat hanya cerzirahzed piannmg/

programmmg and control.”

Wawasan Musantara mulai tahun 1993
harus benar—benar dapat dlterapkan dandi-

awasi: sejak tingkat: perencanaan (planmng :

szage) sampal ke pelaksanaan. Pertumbiih-

an’ penduduk ‘yang mencapai 200 juta pada’
akhir abad XX ‘akan ‘menjadi’ pasar dalam
negerizyang produktif kalaw penduduk yang-
sebesaritu tersebar merata di seluruh Nusan-
tara dari’ Sabang ke Merauke dan konsen-"
trasi penduduk yang besar dikawasan harus

dahmdas (iawa, Bali} secara’ vemkal dan

: -] ?elatak Pendidikan Nasional

i-éatkan hanya pada"beberapa universitas se-
“perti UZ, Unpad, Gama, Unair, Unhas dan =
USU. Dalam jangka waktu minimal satu = °
<. atau dua generasi policy ini perlu guna me-- -

' mantapkan budaya dan etika politik yang'--
ideal yang menjamin stabilitas politik nasic- o
nal dengan kehidupan demokrasi yang subur'_ o
serta menjamin kontinuitas pembangunan_-
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utuhan politik telah tercapai, tetapi sebagai
keutuhan ekonomi dan budaya masih harus -
diperjuangkan dengan sungguh-sungguh.

Fakultas ilmu, ;pohtlk seyogyanya. dipu-

nasional.

Eangsa §ndonesxa Datengah teng__
Duma Baru Ll

Dengan pengalaman se]ama leblh darz 40
tahun, terutama selama era Awal Pemba-

ngunan Ekonomi tldak ada aiasan bagi in-.

 donesia untuk tidak mampu keluar dengan -
Konsep-konsep segar untuk mengisi Fra

Dunia Baru pasca: Era:Perang Dingin.Da-
pur-dapur-atau - Think Tank: perly dicipta-:
kan guna merumuskan hal-hal tersebut, se-+

hingga' politik luar: negen Indonema akan

ieblh aktif dan terarah

: ?enump

Hendaknya menjadi tekad bulat bangsa
indonesm bahwa- pada akhir‘Rencana Stra-®
tegi- Pembangunan Jangks Panjang 11 Bang-"
saIndonesia- harus sudah menjadi- bangsa:

lﬂulibuiltal B

‘Perhatian’ perlu pula dxfokuskan kepada_
kenyataan bahwa Indonesia sebagal saiu ke-

vang kuat ckonomi dan politik 'sehingg%“
dapat memberi arti pada posisi szfangnya
dan pemthkan at&s sumber daya yang semgat,
luas.






